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ABSTRAK/ 

 Sikap apatisme publik mengenai politik uang ketika pemilu merupakan 

implikasi dari kegagalan elit dalam=fundamental demokrasi. Narasi tersebut 

mengkonfirmasi argumen yang/telah dikonstruksikan oleh Burhanuddin Muhtadi 

menyoal normalisasi politik uang. Dalam.dasawarsa.terakhir.terjadi.luapan.artikel 

akademik dan non-akademik=mengenai.politik.uang, tetapi.tidak.banyak.yang 

spesifik membahas tentang makna/politik.uang bagi.pemilih buruh. Penelitian.ini 

menyediakan.jawaban.empiris atas pemaknaan.politik.uang bagi.pemilih buruh di 

wilayah Desa Keboharan yang termasuk dalam DAPIL 4 Kabupaten Sidoarjo. 

 Dengan.menggunakan.metode riset=kualitatif yang bersifat=individual.dan 

observasional. Aplikasi.metode.tersebut menjadi pijakan roda penelitian dan 

menghasilkan.temuan yang.konsisten=dengan pertanyaan.langsung, sehingga.bisa 

disimpulkan.bahwa politik uang tidak hanya menjadi normal baru dalam pemilu 

kita, tetapi lebih  ekstrim dari itu politik uang dimaknai sanksi politik, yaitu sebagai 

momen pembalasan bagi sebagian kalangan pemilih untuk melampiaskan hasrat 

pribadi mereka atas ketidakpercayaan dan penyelewengan elit penguasa 

sebelumnya. Sumber data didapatkan melalui dua bagian,.yakni data primer dengan 

cara terjun wawancara informan dan observasi, kemudian data sekunder dengan 

dokumentasi sebagai.data pendukung.penelitian. 

 Studi ini juga menjadi penegasan bahwa=sistem porporsional terbuka turut 

berkontribusi atas maraknya politik uang sebab personal votes menjadi tuntutan 

utama persaingan internal bagi kandidat sesama partai untuk bisa lolos proses 

elektoral. Oleh karena kursi yang diperoleh partai diberikan kepada=kandidat 

dengan suara terbanyak, maka mereka hanya membutuhkan segelintir=suara untuk 

mengalahkan lawan separtainya. Politik uang merupakan mekanisme tahap akhir 

seorang caleg dalam rangka meyakinkan dan memberikan.nilai.lebih di mata 

pemilih daripada pesaing internal. 

Kata/kunci : pemilih/buruh, makna politik uang, dan normal baru     

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

 

vii 
 

ABSTRACT 

 The public's apathy regarding money politics during elections is an 

implication of the elite's failure in the fundamentals of democracy. This narrative 

confirms the argument that has been constructed by Burhanuddin Muhtadi 

regarding the normalization of money politics. In the last decade there has been an 

outpouring of academic and non-academic articles on money politics, but not many 

specifically discuss the meaning of money politics for labor voters. This research 

provides empirical answers to the meaning of money politics for labor voters in the 

Keboharan Village area which is included in DAPIL 4, Sidoarjo Regency. 

 By using qualitative research methods that are individual and observational. 

The application of this method becomes the wheel of research and produces 

findings that are consistent with direct questions, so it can be concluded that money 

politics has not only become the new normal in our elections, but more extreme 

than that, money politics is interpreted as a moment of revenge for some voters to 

vent their personal desires. them for the distrust and abuse of the previous ruling 

elite. Data sources were obtained in two parts, namely primary data by conducting 

informant interviews and observations, then secondary data with documentation as 

research supporting data.  

 This study also confirms that the open proportional system has contributed 

to the rise of money politics because personal votes are the main demand for internal 

competition for candidates from fellow parties to be able to pass the electoral 

process. Because the seats obtained by parties are given to the candidate with the 

most votes, they only need a handful of votes to defeat their party opponents. Money 

politics is a final stage mechanism for a legislative candidate to convince and 

provide more value in the eyes of voters than internal competitors.  

Keywords: labor voters, the meaning of money politics, and the new normal 
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